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ABSTRAK 

Kota Semarang memiliki kebijakan pengendalian penggunaan plastik yang tertuang 

dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian 

Penggunaan Plastik. Peraturan ini berfungsi untuk menjawab urgensi Kota Semarang terhadap 

sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor bertugas untuk melaksanakan 

Peraturan Walikota ini. Di dalam penelitian ini akan melihat kinerja dari implementor dalam 

mengendalikan penggunaan plastik dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William 

Dunn yang memiliki enam kriteria dalam mengevaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan kualitas data 

dipastikan keabsahan nya dengan melakukan triangulasi data. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Perwal ini masih banyak 

kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang 

diamanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan tidak 

diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir 

kepada pelaku usaha serta masyarakat. Hal ini berdampak kepada masih banyak nya 

penggunaan plastik oleh pelaku usaha. Belum maksimalnya pengendalian penggunaan plastik 

yang dilaksanakan oleh implementor disebabkan karena kurang nya Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, jumlah sampah plastik di Kota 

Semarang justru menurun. Pada tahun 2020 memang jumlah sampah plastik mencapai titik 

tertinggi sebesar 80.153,86 ton. Namun, pada tahun 2022 berhasil turun hingga 74.146,62 ton.  

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengendalian Penggunaan Plastik, Sampah Plastik 
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ABSTRACT 

The city of Semarang has a plastic usage control policy outlined in Mayor Regulation 

Number 27 of 2019 regarding Plastic Usage Control. This regulation serves to address 

Semarang's urgent concern about plastic waste. The Environmental Agency, as the 

implementing body, is responsible for enforcing this Mayor Regulation. This research 

examines the performance of the implementing body in controlling plastic usage using William 

Dunn's policy evaluation theory, which consists of six criteria: effectiveness, efficiency, 

sufficiency, equity, responsiveness, and accuracy. The method used is a qualitative descriptive 

approach, with data collection techniques including interviews, observations, and document 

analysis. The data is analyzed using data collection techniques, data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions, ensuring the validity of the data through triangulation. 

The research findings indicate that there are still many shortcomings in the 

implementation of this Mayor Regulation. The government has only conducted one out of the 

six development activities mandated by the Mayor Regulation. The socialization carried out is 

merely a formality, without intensive mentoring, further supervision, and up-to-date solutions 

for businesses and the community. This has resulted in the continued high usage of plastic by 

businesses. The suboptimal control of plastic usage implemented by the implementing body is 

due to a lack of Human Resources (HR) and limited budget. Nevertheless, the amount of plastic 

waste in Semarang has actually decreased. In 2020, the amount of plastic waste reached its 

peak at 80,153.86 tons. However, by 2022, it had decreased to 74,146.62 tons. 

Keywords: Policy Evaluation, Control of Plastic Use, Plastic Waste 

PENDAHULUAN 

Kota Semarang merupakan ibukota 

provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang 

cukup strategis karena berada di jalur lalu 

lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan 

koridor pembangunan Provinsi Jawa 

Tengah. Kota Semarang merupakan 

wilayah dengan laju pertumbuhan 

penduduk tertinggi se - Provinsi Jawa 

Tengah dengan rata - rata laju pertumbuhan 

penduduk Kota Semarang sebesar 0,73% 

per tahun (Pemerintah Kota Semarang, 

2021: 153). Adanya peningkatan penduduk 

di Kota Semarang ini tidak hanya 

memberikan dampak positif, namun juga 

memberikan dampak negatif yaitu 

berpotensi meningkatkan jumlah 

penggunaan plastik di Kota Semarang, 

yang pada akhirnya akan berdampak 

kepada peningkatan sampah plastik di Kota 

Semarang. . Berdasarkan data dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang jenis 

sampah anorganik yang mendominasi 

adalah sampah plastik mengingat bahan 

tersebut secara masif digunakan dalam 

kegiatan rumah tangga sehari-hari 

masyarakat  Kota Semarang. Jumlah  

volume sampah yang terangkut untuk 

masuk  ke TPA Jatibarang setiap tahun nya, 

sebesar 61% merupakan sampah organik 

dan kurang lebih 39% merupakan sampah 

anorganik, dan persentase terbesar dari 

sampah anorganik tersebut adalah sampah 

plastik. Dibuktikan dengan jumlah sampah 

plastik di akhir tahun 2022 menjadi 

penyumbang sampah anorganik terbesar 
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yaitu 17,20%. Kemudian ditambah 

permasalahan, Kemudian, TPA Jatibarang 

yang mulai penuh menjadi peringatan bagi 

pemerintah untuk mengendalikan 

penggunaan plastik di Kota Semarang 

(Pemerintah Kota Semarang, 2021: 27). 

Kota Semarang sendiri sebenarnya 

memiliki Peraturan Daerah Peraturan 

Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah, namun memang tidak 

memuat secara spesifik tentang penanganan 

plastik. Pada tanggal 18 Juni 2019, Kota 

Semarang menerbitkan Peraturan Walikota 

Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang 

Pengendalian Penggunaan Plastik pada 

pasal 2 menyatakan bahwa adanya 

peraturan pengendalian penggunaan plastik 

dimaksudkan untuk mengendalikan 

peredaran sampah plastik dari penghasil 

sampah. Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 

dijelaskan penghasil sampah yang 

dimaksud adalah pelaku usaha dan/atau 

penyedia plastik, meliputi hotel, 

restoran/rumah makan/cafe/penjual 

makanan, dan toko modern. Kemudian, 

pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa para 

pelaku usaha yang dimaksud pada ayat 1, 

dilarang menyediakan kantong plastik, 

pipet minum plastik, atau styrofoam. 

Sebagai gantinya, pada pasal 4 ayat 3, para 

pelaku usaha dan/atau penyedia plastik 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 

menyediakan kantong alternatif ramah 

lingkungan, atau produk pengganti pipet 

minum plastik dan styrofoam yang lebih 

ramah lingkungan. Peraturan ini belum 

dijalankan secara optimal oleh implementor 

yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang, padahal Pengendalian 

penggunaan plastik pada hakikatnya harus 

menjadi fokus Pemerintah Kota Semarang, 

karena jika tidak ditangani secara serius 

akan menjadi “bom waktu” yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat 

di Kota Semarang. Permasalahan terkait 

sampah Sampah plastik seringkali dianggap 

sebagai permasalahan sepele yang ternyata 

justru memiliki dampak buruk yang cukup 

masif terhadap lingkungan dan kehidupan 

manusia, sebagaimana yang telah 

disinggung sebelumnya. Padahal, 

masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan kualitas hidup yang baik 

dimana hal ini dijamin oleh konstitusi 

Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 

1945 tepatnya pada Pasal 28H ayat (1). 

Salah satu tujuan yang tertulis di dalam 

peraturan walikota ini, tepatnya pada Pasal 

2 ayat (2) huruf f, menyatakan bahwa 

pemerintah menjamin pemenuhan dan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat bagi warga. Ini juga 

merupakan wujud upaya pemenuhan dari 

substansi yang telah tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H 

ayat (1). Artinya, permasalahan terkait 

sampah plastik merupakan suatu hal yang 
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harus ditindaklanjuti secara serius, alih-alih 

dianggap ringan.  

TUJUAN PENELITIAN  

Untuk mengetahui tentang 

pengendalian penggunaan plastik oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

sesuai dengan Peraturan Walikota 

Semarang No 27 Tahun 2019 

KERANGKA TEORI 

1. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan diartikan 

sebagai mekanisme untuk 

mensistematiskan, memonitor, dan 

meningkatkan aktivitas pemerintah 

dan hasil - hasil nya agar pejabat 

publik dapat bertanggungjawab atas 

pekerjaan nya di masa yang akan 

datang serta dapat melaksanakan 

pekerjaan nya secara efektif dan 

efisien (Mohi dan Akbar, 2018:14) . 

Kemudian, menurut Lester dan 

Stewart dalam (Akbar, 2016: 51) 

menjelaskan bahwa evaluasi 

digunakan untuk melihat kegagalan 

suatu kebijakan dan untuk 

mengetahui apakah kebijakan dapat 

menghasilkan dampak yang 

diinginkan. Sejalan dengan Lester 

dan Stewart, Muhadjir dalam 

Anggraeni (2013:121) mengatakan 

bahwa evaluasi merupakan proses 

untuk menilai kebijakan publik 

dimana dengan membandingkan 

antara hasil yang diperoleh dengan 

tujuan atau target yang telah 

ditentukan. William Dunn (2003: 

429) memiliki enam kriteria evaluasi 

kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, kemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. 

Pertama, Efektivitas, berkaitan 

kepada ketercapaian hasil, apakah 

hasil yang diinginkan sudah tercapai 

akibat adanya kebijakan yang 

dijalankan. Dunn menyatakan bahwa 

efektivitas secara dekat berhubungan 

dengan rasionalitas teknis dan selalu 

diukur dari unit produk, layanan, atau 

nilai moneter nya. Dunn memberikan 

contoh pada bukunya dimana ketika 

generator nuklir menghasilkan lebih 

banyak energi dibanding alat 

bertenaga matahari, maka yang 

pertama akan disebut lebih efektif. 

Demikian juga, kebijakan kesehatan 

yang dapat dikatakan efektif adalah 

kebijakan yang dapat menyediakan 

pelayanan kesehatan yang lebih 

bermutu dengan asumsi bahwa 

kualitas pelayanan kesehatan adalah 

hasil yang bernilai. Kedua, Efisiensi, 

berkaitan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan 

tingkat efektivitas tertentu. Dunn 

menyatakan bahwa efisiensi 

merupakan sinonim dari rasionalitas 
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ekonomi dimana yang diartikan 

sebagai hubungan efektivitas dan 

usaha serta biasanya ditentukan 

melalui ongkos moneter. Kebijakan 

yang mencapai efektivitas tertinggi 

dengan biaya terkecil dinamakan 

efisien. Ketiga, Kecukupan, berkaitan 

dengan seberapa jauh suatu hasil 

kebijakan dalam mengatasi masalah 

kebijakan. Kriteria kecukupan 

menurut Dunn ini menekankan 

kepada kuatnya hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil yang 

diharapkan. Keempat, kesamaan, 

kriteria ini menganalisis apakah biaya 

dan manfaat telah didistribusikan 

secara merata kepada kelompok 

masyarakat, khususnya kelompok - 

kelompok sasaran dan penerima 

manfaat. Kelima, Responsivitas, 

berkaitan dengan kepuasan 

masyarakat khususnya kelompok 

sasaran terhadap kebijakan yang telah 

dijalankan. Melihat apakah hasil 

kebijakan telah memuaskan 

kebutuhan dan pilihan mereka atau 

tidak. Kriteria ini akan dianggap 

gagal apabila belum menjadi jawaban 

dari permasalahan kelompok yang 

seharusnya diuntungkan dari adanya 

suatu kebijakan. Keenam, ketepatan, 

berkaitan dengan apakah tujuan 

kebijakan atau program tepat untuk 

suatu masyarakat, terutama kepada 

kelompok sasaran. 

2. Plastik dan Ancaman Kerusakan 

Lingkungan  

Menurut Halden (2010:180) 

plastik merupakan polimer dimana 

merupakan rantai molekul yang 

setiap rantai nya biasanya terbuat dari 

karbon, hidrogen, oksigen dan 

silikon. Untuk membuat rantai 

tersebut bergabung dilakukan 

pemanasan di bawah kondisi tertentu 

dan dipecah menjadi molekul yang 

lebih kecil yaitu monomer. 

Kombinasi monomer yang berbeda 

ini menghasilkan resin plastik dengan 

karakteristik yang berbeda. Plastik 

sendiri dapat dibagi menjadi dua 

kategori yaitu termoset dan 

termoplastik. Termoset sendiri 

merupakan polimer yang cukup solid 

dan dapat diatur secara irreversibel 

ketika dipanaskan, dimana hal ini 

membuat termoset berguna untuk 

diaplikasikan dalam pembuatan 

mobil, konstruksi, perekat, tinta dan 

pelapis. Termoplastik sendiri 

merupakan polimer yang molekul 

nya disatukan dengan ikatan yang 

lemah. Hal ini menciptakan plastik 

yang memiliki ketahanan yang 

kurang kuat dimana ketika terkena 
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panas akan mudah melunak atau 

meleleh. Termoplastik dibagi 

menjadi tujuh tipe plastik yaitu 

PETE, HDPE, V, LDPE, PP, PS, 

OTHER. PETE (Polyethylene 

Terephthalate) merupakan plastik 

yang ringan, murah, dan pembuatan 

nya mudah dimana biasanya 

digunakan dalam botol minuman dan 

botol obat. Kemudian, tipe plastik 

HDPE (High Density Polyethylene) 

merupakan plastik yang memiliki 

kepadatan dan ketebalan lebih tinggi 

dibandingkan PETE dimana 

digunakan sebagai wadah untuk 

shampo, deterjen, oli, dan produk 

sejenis lainya. Selanjutnya, tipe 

plastik V (Polyvinyl Chloride) atau 

yang dikenal dengan PVC merupakan 

plastik yang memiliki ketahanan 

terhadap cuaca, bahan kimia, dan 

sifat elektrik dimana biasanya 

digunakan pada pipa dan konstruksi 

bangunan. Sedangkan, tipe plastik 

LDPE (Low Density Polyethylene) 

tergolong dalam jenis plastik yang 

memiliki fleksibilitas tetapi juga kuat 

dimana biasanya digunakan sebagai 

kantong plastik. Tipe selanjutnya 

adalah PP (Polypropylene) yang 

merupakan jenis plastik yang tahan 

terhadap bahan kimia kecuali klorin, 

xylene, dan bahan bakar. Sehingga 

biasanya digunakan untuk tempat 

makanan dan minuman. Kemudian, 

tipe plastik PS (Polystyrene) masuk 

dalam jenis plastik yang memiliki 

kestabilan dan kekakuan yang cukup 

baik dimana biasanya dipakai untuk 

tempat makan dan minum sekali 

pakai yang berbahan styrofoam. 

Terakhir adalah tipe plastik OTHER 

dimana plastik tersebut mengandung 

PC (Polycarbonate), PLA 

(Polylactide), SAN (Styrene 

Acrylonitrile), ABS (Acrylonitrile 

Butadiene Styrene) yang biasanya 

digunakan untuk botol minum bayi 

dan CD (Karuniastuti,2013:8-9; 

Purwaningrum, 2016: 143). Plastik 

memiliki karakter yang cukup unik 

dimana sangat tahan terhadap 

biodegradasi dimana diperlukan 

ratusan tahun untuk dapat terurai 

dengan sempurna. Sehingga hal ini 

dapat membuat adanya penumpukan 

sampah plastik di lingkungan dan 

dapat menimbulkan potensi 

pencemaran lingkungan 

(Purwaningrum, 2016: 144). 

Penumpukan sampah plastik yang 

tidak dikelola dengan baik di daratan 

dapat berpindah ke laut sehingga ini 

berbahaya bagi hewan - hewan laut 

dan ekosistem laut. Berbagai hewan 

laut seperti invertebrate ,kura - kura, 

ikan, burung laut, dan mamalia dapat 

menelan atau terjerat sampah plastik 
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dimana hal ini dapat menyebabkan 

gangguan pergerakan dan makan, 

menurunkan hasil reproduksi, 

menyebabkan laserasi, ulcers, dan 

kematian (Thompson dkk., 2009: 

2155). Penumpukan plastik di 

lingkungan juga dapat membuat 

plastik terpecah menjadi bagian - 

bagian kecil yaitu mikroplastik. 

Berdasarkan penelitian Narancic dan 

O’Connor (2019:129) Keberadaan 

mikroplastik sudah terbukti 

berdampak kepada sifat biofisik 

tanah dan perubahan kepada 

fungsional tanah dimana membuat 

tanah menjadi tidak subur kembali. 

Mikroplastik yang berukuran 0,5 - 3 

milimeter juga dapat berdampak 

kepada kepada hewan - hewan lautan 

dimana jika dikonsumsi oleh 

berbagai hewan laut tersebut akan 

berpotensi mentransfer zat beracun 

kepada manusia dan berpengaruh 

langsung kepada kesehatan, 

mengingat manusia juga 

mengkonsumsi berbagai hewan laut 

dan mikroplastik mengandung bahan 

- bahan seperti  polychlorinated 

biphenyls (PCBs) dimana dapat 

menyebabkan kematian jaringan serta 

kanker dan Bisphenol A (BPA) yang 

dapat merusak sistem hormon, 

penurunan produksi sperma, 

mengubah fungsi imunitas, dan dapat 

menyebabkan hiperaktif. (Warlina, 

2019: 100- 101; Thompson dkk., 

2009: 2156). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian “Implementasi 

Peraturan Walikota No 27 Tahun 

2019 Tentang Pengendalian 

Penggunaan Plastik” bersifat 

deskriptif - kualitatif. Penelitian 

deskriptif - kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan secara sistematis, 

akurat, dan faktual tentang sifat - sifat 

dan fakta - fakta yang terjadi dengan 

berupa kata - kata tertulis dari orang - 

orang yang diamati dalam penelitian 

yang berkenaan dengan kondisi masa 

sekarang (Moleong, 2010:4). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Implementasi Peraturan 

Walikota Nomor 27 Tahun 

2019 Tentang Pengendalian 

Penggunaan Plastik.  

a. Pengendalian 

Penggunaan Plastik 

Sumber Toko Modern  

Kota Semarang 

berkembang menjadi 

kota metropolitan yang 

menjadi sasaran bagi 

para investor. Hal ini 

disebabkan roda 

perekonomian nya yang 

salah satunya bertumpu 
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kepada aktivitas 

perdagangan dan jasa. 

Letak yang strategis, 

jumlah penduduk yang 

cukup tinggi, dan 

kemampuan ekonomi 

yang cukup baik 

menjadi daya tarik lebih 

dari Kota Semarang. 

Melihat berbagai faktor 

tersebut pembukaan 

fasilitas dan pelayanan 

ekonomi seperti pasar, 

pertokoan, dan 

perbelanjaan menjadi 

sangat menjanjikan. Hal 

ini terbukti dengan 

jumlah Toko Modern di 

Kota Semarang. 

Perkembangan toko 

modern di Kota 

Semarang berlangsung 

cukup pesat pada tahun 

2014 dimana terdapat 

436 unit ritel modern 

jenis minimarket dan 

berkembang menjadi 

529 unit pada bulan 

April tahun 2017 

berdasarkan data tahun 

2018 dari dinas 

perdagangan jumlah 

toko modern seperti 

minimarket, 

supermarket, dan pusat 

perbelanjaan di Kota 

Semarang terdapat 467 

buah (Adriyanto, 

Aliyah,Yudana. 

2022:468). Melihat 

perkembangan toko 

modern yang sangat 

pesat ini akan berpotensi 

menjadi sumber 

penghasil plastik yang 

cukup besar bagi kota 

ini. Sasaran perwal yang 

mencakup toko modern 

ini dinilai tepat dalam 

mengendalikan 

peredaran plastik Kota 

Semarang.  

Berdasarkan penelitian 

yang telah saya lakukan, 

Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Semarang 

selaku implementor 

telah melakukan 

pembinaan seperti tugas 

dan wewenang yang 

diamanatkan dalam 

Peraturan Walikota 

Nomor 27 Tahun 2019. 

Namun, pembinaan 

yang dilakukan 

Implementor hanya 

sebatas sosialisasi dari 
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lima pembinaan lain 

yang harus dilakukan. 

Meskipun telah 

disosialisasikan oleh 

Dinas Lingkungan 

Hidup, berdasarkan 

observasi yang telah 

saya lakukan di berbagai 

tenant di Mall Paragon 

masih menggunakan 

plastik dalam kegiatan 

usaha nya dan hanya 

berbagai tenant yang 

berasal dari perusahaan - 

perusahaan besar saja 

yang telah 

melaksanakan peraturan 

ini. Padahal 

implementor juga 

memiliki tugas dan 

wewenang untuk 

memberikan sanksi 

kepada pelaku usaha 

terkait, namun sampai 

saat ini belum pernah 

dilakukan oleh 

implementor. 

b. Pengendalian 

Penggunaan Plastik 

pada Sumber Hotel.  

Kota Semarang juga 

mengalami 

perkembangan pada 

sektor pariwisata, 

terbukti dengan 

pertumbuhan jumlah 

hotel yang cukup pesat 

dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2017 jumlah 

hotel sebanyak 132 

bangunan dan pada 

tahun 2022 jumlah nya 

sudah mencapai 186 

hotel. Perkembangan ini 

juga tidak lepas muncul 

nya beragam produk 

wisata yang menarik 

bagi wisatawan 

domestik, mulai dari 

wisata sejarah, religi, 

budaya, dan kuliner 

(Sumastuti, Prabowo, 

Violinda. 2021:32). 

Adanya perkembangan 

hotel ini meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

Kota Semarang dimana 

pada tahun 2022 

jumlahnya mencapai 

Rp.133.000.000.000, 

padahal target 

realisasinya hanya 

sebesar   

Rp.130.000.000.000 

saja. Hal ini tentunya 

sangat baik bagi 

perekonomian Kota 
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Semarang. Namun, 

disisi lain dapat menjadi 

permasalahan yang pelik 

bagi lingkungan. Hotel 

menjadi salah satu 

sumber penghasil 

sampah plastik, 

sehingga perlu adanya 

pembatasan agar 

peredaran sampah 

plastik tetap terkendali. 

Peraturan Walikota no 

27 Tahun 2019 Tentang 

Pengendalian 

Penggunaan Plastik 

hadir untuk membatasi 

penggunaan plastik bagi 

pelaku usaha, salah 

satunya adalah hotel. 

Pemerintah Kota 

Semarang melalui Dinas 

Lingkungan Hidup telah 

melakukan pembinaan 

sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang 

tertulis di dalam 

Peraturan Walikota. 

Namun, berdasarkan 

penelitian yang telah 

saya lakukan di Hotel 

Ciputra Semarang , 

memang dari antara lima 

pembinaan yang harus 

dilakukan, Dinas 

Lingkungan hidup 

hanya baru melakukan 

sosialisasi saja, yang 

seharusnya juga 

melakukan beberapa 

pembinaan lain seperti 

konsultasi, kemitraan, 

pelatihan, bantuan 

teknis, dan fasilitasi 

penerapan teknologi 

tepat guna pengendalian 

plastik. Meskipun 

demikian, Hotel Ciputra 

tetap melaksanakan 

peraturan ini. Namun, 

memang tidak 

sepenuhnya tidak 

menggunakan plastik 

dan styrofoam, masih 

mencampur plastik biasa 

dengan plastik ramah 

lingkungan dan tas kain. 

Hal ini disebabkan cost 

yang cukup mahal jika 

menggunakan bahan 

pengganti plastik 

sepenuhnya. Sehingga 

jalan terbaik untuk yang 

dapat dilaksanakan 

Hotel Ciputra dengan 

adanya pembagian 

antara plastik yang 

ramah lingkungan 
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dengan tas kain dengan 

plastik biasa. 

c. Pengendalian 

Penggunaan Plastik 

pada sumber 

Restoran/ Cafe/ 

Rumah Makan 

Kondisi Kota 

Semarang yang sangat 

strategis dari segi letak, 

jumlah penduduk, dan 

perekonomian menarik 

minat investor tidak 

hanya dalam pembukaan 

toko modern saja, tetapi 

dalam pembukaan 

Restoran/Cafe/Rumah 

Makan. Dalam tren nya 

sejak beberapa tahun ini 

terus mengalami 

peningkatan, meskipun 

memang sempat ada 

beberapa penurunan 

pada tahun tertentu. 

Berdasarkan data dari 

BPS, pada tahun 2016 

jumlahnya sebanyak 169 

unit dan bertambah 

menjadi 232 unit di 

tahun 2018. Kemudian 

memang mengalami 

penurunan pada tahun 

2020 sebanyak 224 unit 

dan semakin menurun 

211 unit pada tahun 

2021. Pertumbuhan 

yang cukup pesat ini 

juga diakibatkan dari 

perubahan gaya hidup 

dari masyarakat dari 

kalangan remaja hingga 

dewasa dan orang tua 

yang banyak 

menghabiskan waktu 

diluar rumah, terlebih 

lagi adanya pandemi 

mengubah perilaku 

kebanyakan masyarakat 

di kota - kota besar 

dengan melakukan 

Work From Anywhere 

(WFA), dimana 

biasanya 

Restoran/Cafe/Rumah 

Makan yang menjadi 

pilihan utama berbagai 

orang untuk 

melaksanakan pekerjaan 

nya. Adanya 

Restoran/Cafe/Rumah 

Makan yang saat ini 

menjamur di berbagai 

daerah Kota Semarang 

sebenarnya menjadi 

angin positif. 

Pemerintah Kota 
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Semarang pada tahun 

2022 berhasil 

mengumpulkan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebesar Rp. 

197.000.000.000 

dimana ini melebihi dari 

target yang sebesar   Rp. 

195.000.000.000. 

Pendapatan ini 

meningkat cukup drastis 

dibanding tahun 

sebelum nya yang 

terealisasi hanya sebesar 

Rp. 130.000.000.000. 

PAD yang cukup besar 

Restoran/Cafe/Rumah 

Makan dari sektor tentu 

saja berdampak positif 

bagi perekonomian Kota 

Semarang, namun akan 

menjadi seperti pedang 

bermata dua, karena jika 

tidak dikendalikan 

produksi plastik tentu 

saja akan meningkat.  

Pemerintah melalui 

Dinas Lingkungan 

Hidup wajib melakukan 

pembinaan kepada 

Restoran/Cafe/Rumah 

Makan sesuai dengan 

tugas dan wewenang 

yang diamanatkan dari 

Perwal Nomor 27 Tahun 

2019. Namun, fakta nya 

di lapangan Dinas 

Lingkungan Hidup 

selaku implementor 

belum sepenuhnya 

melakukan pembinaan 

kepada 

restoran/cafe/rumah 

makan. 

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

saya lakukan di Harvest 

Plate dan CASA Cafe 

Semarang, Harvest Plate 

sudah tidak 

menggunakan 

styrofoam dan 

mengganti nya dengan 

pembungkus makanan 

dari kertas yang food 

grade. Kemudian, untuk 

sedotan sendiri memang 

masih menggunakan 

plastik dan untuk 

kantong plastik sendiri 

ternyata belum 

menggunakan plastik 

ramah lingkungan. Cafe 

CASA sendiri memang 

belum mengganti plastik 

dalam kegiatan usaha 
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nya dan setelah 

dilakukan observasi 

memang ternyata masih 

menggunakan plastik 

dalam kegiatan usaha 

nya. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

implementasi yang 

dilakukan belum cukup 

maksimal untuk 

mengendalikan 

penggunaan plastik di 

Kota Semarang.  

Dibuktikan dengan 

masih banyak 

penggunaan plastik 

dalam kegiatan pelaku 

usaha. Diperlukan 

adanya evaluasi agar 

kedepannya dapat 

berdampak masif 

terhadap pengurangan 

sampah plastik. 

Mengingat dampak 

jangka panjang sampah 

plastik yang sangat 

destruktif bagi 

lingkungan sekitar. 

2. Evaluasi Pengendalian 

Penggunaan Plastik  

Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Semarang memiliki 

menetapkan kebijakan dan 

strategi pengurangan 

penggunaan plastik; melakukan 

pembinaan kepada masyarakat; 

melakukan koordinasi dengan 

Instansi terkait, pelaku usaha dan 

pihak akademisi. Namun, ketiga 

kewenangan tersebut belum 

berjalan secara optimal, hal ini 

dibuktikan masih banyaknya 

penggunaan plastik oleh pelaku 

usaha. Diperlukan adanya 

evaluasi kebijakan. 

Evaluasi dilakukan dengan 

enam kriteria miliki William 

Dunn yaitu efektivitas,efisiensi, 

kecukupan, kemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. 

Kriteria efektivitas berkaitan 

dengan ketercapaian hasil dari 

kebijakan yang diukur dari nilai 

pengurangan sampah plastik 

yang berada di Kota Semarang. 

Kriteria Efektivitas  berkaitan 

dengan ketercapaian 

hasil.  Melalui berbagai program 

seperti campaign Semarang 

Wegah Nyampah, Sekolah 

Adiwiyata, dan sosialisasi 

kepada pelaku usaha dan 

masyarakat melalui Bank 

Sampah dan PKK, Dinas 

Lingkungan Hidup Kota 
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semarang sudah cukup berhasil 

menurunkan jumlah sampah 

plastik di Kota Semarang dari 

sebesar 80.153,86 ton pada tahun 

2020, menjadi 74.146,62 ton 

pada tahun 2022. Meskipun 

demikian, perlu adanya 

perbaikan agar lebih efektif 

kembali dalam mengendalikan 

sampah plastik di Kota 

Semarang. Mengingat, dari enam 

pembinaan yang diamanatkan 

oleh Peraturan Walikota Nomor 

27 Tahun 2019 Tentang 

Pengendalian Penggunaan 

Plastik, masih satu pembinaan 

saja yang dilakukan. Kemudian, 

belum ada sanksi yang diberikan 

karena belum ada koordinasi 

dengan aparat penegak hukum 

yaitu satpol PP.  

 Kriteria Efisiensi, engan 

anggaran yang cukup terbatas di 

dalam mengendalikan penggunaan 

plastik di Kota Semarang dengan 

hanya sebesar  Rp. 50.000.000 pada 

tahun pertama dan tahun ketiga 

meningkat sebesar Rp. 60.500.000. 

Dinas Lingkungan Hidup dinilai 

efisien dengan memberikan hasil 

yang cukup signifikan dalam 

penurunan sampah plastik di Kota 

Semarang. Meskipun demikian, 

Dinas Lingkungan Hidup harus 

lebih bijak di dalam 

mengalokasikan jumlah anggaran 

yang ada. Anggaran yang 

digunakan untuk program yang 

“kurang” berdampak kepada 

lingkungan hidup Kota Semarang 

harus dikurangi, seperti program 

penyelenggaraan Hari Lingkungan 

Hidup yang memiliki anggaran 

sebesar Rp. 200.000.000 dan pada 

tahun kelima mencapai 

Rp.300.000.000. Pengurangan ini 

bertujuan meningkatkan dampak 

serta cakupan kebijakan yang benar 

- benar memiliki dampak kepada 

lingkungan hidup Kota Semarang.  

Kriteria kecukupan erkaitan 

dengan seberapa jauh hasil dari 

pelaksanaan kebijakan dalam 

mengatasi permasalahan. Dalam hal 

ini, pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 27 Tahun 2019 oleh 

implementor berhasil 

mengendalikan penggunaan plastik 

yang terbukti dengan turun nya 

sampah plastik di Kota Semarang 

sebesar kurang lebih 6000 ton sejak 

pandemi, meskipun pada tahun 

2022 ini meningkat kembali dari 

tahun 2021, namun jumlah nya 

tidak terlalu signifikan. Sehingga 

pelaksanaan berbagai program yang 

mendukung kebijakan ini dapat 
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dikatakan sudah tergolong cukup 

untuk menjawab permasalahan 

sampah plastik di Kota Semarang. 

Hasil yang cukup positif ini harus 

terus ditingkatkan secara progresif 

 pada tahun - tahun 

mendatang dengan melakukan 

sosialisasi, edukasi, pendampingan, 

dan pengawasan yang lebih intensif 

kepada masyarakat dan pelaku 

usaha. 

Kriteria Kesamaan 

berkaitan dengan biaya dan manfaat 

yang didistribusikan 

kepada  kepada kelompok 

masyarakat, khususnya kelompok - 

kelompok sasaran. Di dalam hal ini 

pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 27 Tahun 2019 tidak 

memberikan dana atau bantuan 

berupa uang tunai langsung kepada 

pelaku usaha karena memang tidak 

diamanatkan dalam perwal yang 

ada. Pembagian manfaat sendiri 

telah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan berbeda 

dalam melakukan sosialisasi, 

dimana pelaku usaha besar 

dilakukan sosialisasi secara 

langsung dan pemberian surat. 

Sedangkan untuk usaha kecil, 

pembinaan lebih berfokus kepada 

mengubah perilaku masyarakat 

dengan edukasi kepada masyarakat 

langsung melalui kelurahan - 

kelurahan. Pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Semarang memang 

berbeda dimana ini disebabkan 

karena keterbatasan sumber daya 

dan anggaran yang ada. Meskipun 

demikian, ini merupakan sebuah 

kesamaan dimana manfaat dari 

Perwal ini tersampaikan kepada 

seluruh pelaku usaha selaku 

kelompok sasaran dari Perwal ini. 

Kriteria Resposivitas 

berkaitan dengan kepuasan 

masyarakat, terutama kelompok 

sasaran terhadap kebijakan yang 

telah dijalankan. Di dalam 

pelaksanaan Peraturan Walikota 

Nomor 27 Tahun 2019 oleh Dinas 

Lingkungan Hidup, pelaku usaha 

dan masyarakat belum cukup puas 

dengan yang telah dilakukan 

implementor karena pelaku usaha 

hanya sekedar diberikan sosialisasi 

saja tanpa adanya pendampingan 

yang intensif dan untuk masyarakat 

sendiri belum puas karena masih 

banyak pelaku usaha yang 

menggunakan kantong plastik, pipet 

minum plastik, dan styrofoam. 

Kemudian, juga tidak berjalan nya 

Bank Sampah dan TP3SR di Kota 

Semarang.  



16 
 

Kriteria Ketepatan berkaitan 

dengan apakah tujuan kebijakan 

atau program tepat untuk 

masyarakat, terutama bagi 

kelompok sasaran. Melalui berbagai 

program yaitu Sekolah Adiwiyata, 

program yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Semarang yaitu 

campaign Semarang Wegah 

Nyampah dan melakukan 

sosialisasi kepada pelaku usaha 

serta masyarakat sudah tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan dari 

masyarakat Kota Semarang. 

Memang, belum sepenuhnya 

melakukan pembinaan yang 

diamanatkan perwal tetapi sudah 

berhasil mengurangi sampah plastik 

di Kota Semarang secara signifikan, 

dengan catatan perlu adanya 

pembinaan secara lengkap kepada 

pelaku usaha dan masyarakat dan 

peningkatan intensitas sosialisasi, 

pendampingan, dan pengawasan.  

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Dinas Lingkungan Hidup telah 

mengeluarkann berbagai program di dalam 

mengendalikan plastik, seperti melakukan 

sosialisasi kepada pelaku usaha dan 

masyarakat. Pelaku usaha sendiri 

dilaksanakan sosialisasi secara langsung, 

sosialisasi dengan mengumpulkan di suatu 

tempat, dan melalui pemberian surat. 

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan 

dengan adanya pemberdayaan Bank 

Sampah dan ke PKK. Berdasarkan berbagai 

program yang telah dilaksanakan 

pengendalian penggunaan plastik masih 

belum cukup optimal, hal ini dibuktikan 

dengan pelaku usaha yang masih 

menggunakan plastik, seperti di Mall 

Paragon   selaku toko modern masih 

menggunakan pipet minum plastik, tetapi 

sudah tidak menggunakan kantong plastik 

dan styrofoam. Kemudian, di Hotel Ciputra 

juga sudah tidak menggunakan styrofoam, 

namun masih menggunakan kantong 

plastik dan pipet minum plastik yang 

dikombinasikan dengan kantong yang 

ramah lingkungan serta pipet minum kertas. 

Selanjutnya, di Cafe/Restoran/Rumah 

Makan yaitu Restoran Harvest sudah tidak 

menggunakan styrofoam, namun masih 

menggunakan pipet minum plastik dan 

kantong plastik. Sedangkan, Cafe CASA 

Semarang masih menggunakan ketiga jenis 

plastik di dalam kegiatan usaha yang 

dilakukan. Belum optimal nya pelaksanaan 

kebijakan ini diakibatkan karena tugas dan 

wewenang yang dimiliki oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang belum 

dilaksanakan sepenuhnya. Pemerintah 

hanya melakukan satu jenis pembinaan saja 

yaitu sosialisasi, padahal sesuai yang 

diamantkan Perwal harus melaksanakan 

lima pembinaan lainya yaitu konsultasi, 

kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan 
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fasilitasi penerapan teknologi tepat guna 

pengendalian plastik. Sosialisasi yang telah 

dilakukan juga dianggap seperti formalitas 

belaka karena tidak ada pendampingan 

yang intensif, pengawasan lebih lanjut, dan 

solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha 

dan masyarakat. Menelisik lebih lanjut, 

implementor tidak memiliki strategi 

pengendalian plastik yang spesifik dan 

menyeluruh, serta belum melakukan 

koordinasi kepada satpol PP selaku apparat 

penegak hukum sehingga sanksi belum 

dapat diberikan kepada pelaku usaha. 

Sehingga berimplikasi kepada masih 

banyaknya penggunaan plastik di 

cafe/rumah makan/restoran, hotel, dan toko 

modern. Meskipun demikian, dengan 

belum optimal nya pengendalian 

penggunaan plastik oleh implementor, hasil 

yang di dapat sudah cukup positif yaitu 

berupa penurunan sampah plastik di Kota 

Semarang. Sehingga jika dikaitkan dengan 

enam kriteria evaluasi kebijakan milik 

Willam Dunn, pelaksanaan Perwal ini 

sudah memenuhi kriteria efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan, dan 

ketepatan. Namun, untuk kriteria 

resposivitas belum terpenuhi karena pelaku 

usaha dan masyarakat masih belum puas 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh 

implementor.  

SARAN 

Pengendalian Penggunaan Plastik 

menjadi urgensi bagi Kota Semarang, 

mengingat jumlah penduduk Kota 

Semarang selama beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan dan diprediksi 

akan terus mengalami peningkatan pada 

tahun - tahun mendatang. Kemudian, Kota 

Semarang yang merupakan pusat 

perekonomian di Jawa Tengah juga 

menarik penduduk sekitar berdatangan, 

dimana juga akan menimbulkan 

peningkatan jumlah penduduk. Terakhir, 

kondisi TPA Jatibarang yang hampir 

penuh. Peningkatan jumlah penduduk akan 

berpotensi meningkatkan jumlah 

penggunaan plastik jika tidak dikendalikan 

dan kondisi TPA Jatibarang yang sudah 

mulai penuh ini membuat pemerintah Kota 

Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup 

harus mengendalikan penggunaan plastik 

yang berdampak langsung kepada jumlah 

sampah plastik di Kota Semarang. Dalam 

hal ini, Pemerintah harus lebih serius di 

dalam mengendalikan penggunaan plastik 

di Kota Semarang. Mengeluarkan strategi 

yang mencakup semua target sasaran 

Perwal. Pembinaan harus dilakukan 

mencakup semua yang ada di dalam 

Perwal. Kemudian, pendampingan intensif 

kepada pelaku usaha dan masyarakat perlu 

dilakukan agar benar - benar berjalan secara 

maksimal. Kemudian, masyarakat harus 

berperan aktif membantu pemerintah untuk 

mengendalikan penggunaan plastik di Kota 

Semarang. Selama ini, banyak masih 
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masyarakat menggunakan kantong plastik 

dalam berbagai kegiatan nya, hanya saat 

belanja saja pada ritel modern benar - benar 

sudah tidak menggunakan plastik, namun 

sisa nya masih menggunakan plastik. 

Sehingga masyarakat harus mulai 

membiasakan untuk tidak menggunakan 

plastik sekali dan menggunakan berbagai 

barang yang ramah lingkungan dan dapat 

dipakai berulang kali. Kemudian, 

masyarakat juga dihimbau untuk 

membiasakan melakukan pilah sampah dari 

rumah agar sampah yang masuk ke TPA 

adalah sampah yang dapat terurai, 

sedangkan sampah anorganik yang sulit 

untuk terurai dapat dilakukan 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). Pembiasaan dua hal ini 

dapat berdampak positif terhadap jumlah 

sampah plastik yang dapat terus berkurang 

kedepannya. Kerjasama diperlukan antara 

pemerintah dan masyarakat agar kebijakan 

ini dapat berjalan secara maksimal dan 

berdampak positif terhadap lingkungan 

hidup Kota Semarang.  
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